ABSTRAK

Pencucian uang atas tindak pidana narkotika merupakan perbuatan
melawan hukum dengan tujuan untuk mengaburkan harta kekayaan atau harta
kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika menjadi harta
kekayaan yang sah. Jenis tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) No. 8
Tahun 2010. Badan Narkotika Nasional (BNN) wajib melakukan penyidikan
tindak pidana pencucian uang yang berindikasi tindak pidana narkotika, sesuai
dengan kewenangannya yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Permasalahan yang muncul adalah terkait dengan Pasal 74 UU No. 8
Tahun 2010, dalam hal kewenangan penyidikan. Khususnya, kewenangan
penanganan penyidikan perkara pencucian uang oleh penyidik lain yang tidak
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal (predicate crime).

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi para
akademisi maupun bahan masukan dan sarana informasi bagi masyarakat umum
agar mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian
Uang hasil tindak pidana Narkotika serta menambah khasanah kepustakaan
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hasil tindak pidana Narkotika yang
dirasakan masih sedikit.

Kajian ini menggunakan kerangka pemikiran yang didasarkan pada teori
sistem hukum sebagai grand theory, teori sistem peradilan pidana sebagai middle
range theory dan teori penegakan hukum sebagai applied theory untuk kegiatan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi datanya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang
bersumber pada analisis kualitatif terhadap data sekunder, guna mengkonstruksi
peraturan baru untuk kepastian hukum dan pemeliharaan koordinasi yang baik
bagi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyidik BNN berwenang
melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak
pidana Narkotika. Atas permasalahan substansi hukum yang dibahas maka
diperlukan pengaturan baru agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dan sudut
pandang sesuai dengan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010
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ABSTRACT

Money laundering on narcotics crime is act of against the law, in order to
obscure the wealth and asset acquisition, from narcotics dealer income to lawful
revenue. This type of crime is regulated in Act on Prevention and Eradication of
Money Laundering (TPPU) Number 8 of 2010. The National Narcotics Board
(BNN) shall investigate money laundering offences having indication of narcotics
crime, in accordance with its authority as regulated in Act Number 35 of 2009
concerning Narcotics. Issues emerge referred to Article 74 Act Number 8 of 2010,
in term of authority of investigation. Specifically, authority of handling the
investigation of money laundering case by other investigators who did not
investigate the predicate crime.

This research is expected to be useful as information material for
academics as well as input material and information facilities for the general public
in order to find out how law enforcement against Money Laundering Crimes
resulting from Narcotics Crimes and add to the literature on Money Laundering
Crimes resulting from Narcotics Crimes which are still small.

This study follows normative juridical research method, sourced from
qualitative analysis of secondary data, in order to construct a new regulation for
legal certainty and good coordination maintenance for law enforcement officers in
criminal justice system.

The results of this study indicate that BNN Investigators have the authority
to investigate money laundering crimes originating from narcotics crimes.
Construction of new regulation on this research applies frame of thought based in
legal system theory as a grand theory, criminal justice system as a middle range
theory, and enforcement theory as applied theory to collect, formulate, analyze and
construct the data
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